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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Istilah hukum waris bisa dipahami sebagai suatu aturan perpindangan 

serta kepemilikan harta peninggalan pewaris yang sudah meninggal dunia 

dan siapa saja yang menjadi ahli warisnya tersebut.1 Menurut Supomo , 

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur proses meneruskan dan 

mengoperkan barang- barang berupa harta benda atau barang –barang yang 

ternilai tak berwujud dari suatu generasi kepada keturunannya. Dalam 

hukum waris terdapat suatu asas yang berlaku bahwa suatu hak dan 

kewajiban menurut hukum kekayaan harta benda itu saja yang dapat 

diwariskan. Artinya apabila seseorang meninggal dunia maka segala bentuk 

harta warisan beralih hak dan kewajibannya kepada ahli waris. Hal tersebut 

dikarenakan secara prinsipnya warisan merupakan langkah – langkah untuk 

meneruskan harta peninggalan baik dalam benda berwujud ataupun benda 

tidak berwujud. Dengan melekatnya hak dan kewajiban tersebut 

memberikan rasa tanggungjawab kepada ahli waris untuk 

bertanggungjawab atas setiap peninggalan yang diberikan oleh pewaris. 

Dalam hal ini juga bisa di lihat bahwa ada beberapa pengertian waris 

dalam dalam hukum perdata dan hukum islam. Sebagaimana dalam 

konsepsi hukum perdata atau Burgerlijk Wetboek , ketentuan yang kaitannya 

                                                             
1 Saekan Dan Emiati Efendi. 2007. Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam 

Indonesia. Surabaya. Hlm 125. 
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dengan peninggalan aset berharga dari pewaris ke ahli waris merupakan 

definisi dari hukum waris, sehingga dalam hukum perdata kewarisan 

merupakan orang- orang yang berhak bisa menerima warisan dari pewaris 

yang sudah meninggal dunia, waris ini bisa dilakukan jika pewaris ini telah 

meninggal dunia. Beberapa aspek kebijakan penegakan dan  pengembangan 

hukum yang menjelaskan bahwa perlindungan terhadap ahli waris  

merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasaan dan 

hak asasi manusia tersebut, serta beberapa kepentingan yang berhubungan 

dengan kesejahteraan si penerima waris tersebut.2 

Pada hukum barat atau disebut hukum perdata di jelaskan di dalam 

buku kitab undang- undang perdata bahwa kewarisan dalam ketentuan 

umumnya dijelaskan pada pasal 830 KUHPerdata sampai dengan pasal 851 

KUHPerdata, pasal-pasal tersebut dijelaskan mengenai pewarisan karena 

kematian seseorang yang sedarah. Dalam pasal 832 KUH perdata juga 

dijelaskan bahwa yang bisa menjadi ahli waris ialah anggota keluarga yang 

sedarah, baik secara sah maupun diluar kawin, suami dan istri, tapi jika tidak 

ada ahli waris, maka yang berhak mendapatkan ahli warisnya ialah negara.3 

Pada kewarisan juga mempunyai unsur yang mana meliputi orang 

yang meninggalkan harta warisan, harta warisan dan ahli waris, dalam 

ketiga unsur tersebut mempunyai arti masing- masing bahwa pewaris 

merupakan orang yang meninggalkan warisan, lalu ahli waris orang yang 

                                                             
2 MG.Endang Sumiarni dan Chandera Halamanim. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap 

Anak Dibidang Kesejahteraan. Yogyakarta. Universitas Admajaya Yogyakarta. Hlm.12 
3 Kitab Undang-Undang KUH Perdata. Pasal 832. 
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medapatkan warisan, serta harta warisan ialah harta kekayaan dari pewaris 

yang telah meninggal dunia yang akan di bagikan harta kekayaannya kepada 

ahli waris yang akan menerimanya. Dalam hukum perdata juga memiliki 

tiga bagian dalam pembagian ahli waris yang mana 3 golongan ini yang 

mendapatkan ahli waris.4 Pada hal ini meliputi: 

1. Golongan 1 ahli waris 

 Pada golongan satu ini yang berhak menerima ahli waris ialah seluruh 

anak dari pewaris tersebut dan juga suami atau istri yang di tinggalkan 

oleh pewaris yang meninggal dunia. 

2. Golongan 2 ahli waris 

Pada golongan ini yang meliputi golongan dua ialah di antaranya orang 

tua pewaris atau ayah/ibu dan juga saudara- saudara kandung dari 

pewaris yang telah meninggal dunia. 

3. Golongan 3 ahli waris 

Pada golongan ketiga ini yag meliputi ahli waris merupakan keluarga 

sedarah garis lurus ke atas, baik dari pihak ibu mauapun bapak yaitu 

kakek dan nenek dari pihak ayah atau ibu, serta harta waris di bagi dua 

setengah dibagikan ke pancar ayah dan setengah di bagikan ke pancar 

ibu.  

Dalam pewarisan pada hukum perdata di jelaskan warisan harus lebih 

dulu dari pada wasiat karena sifatnya wajib untuk diwariskan.Sedangkan 

wasiat dapat dilaksanakan setelah melakukan kewajiban warisan. Dalam 

                                                             
4 Dwi Putra Jaya, S.HI.,M.HI. 2014. Hukum Kewarisan Di Indonesia, Bengkulu. Hlm.89. 
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KUHPerdata di jelaskan pada pasal 838 yang mana menjelaskan larangan 

untuk penerima waris yaitu orang-orang yang telah di jatuhi hukuman 

karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu, lalu 

orang yang menurut putusan hakim telah memfitnah pewaris, serta orang- 

orang yang telah menggelapkan, memanipulasikan data wasiat orang yang 

meninggal itu. Dalam pasal 307 kitab undang-undang hukum perdata 

bahwasannya seseorang yang melakukan atau sebagai pemangku kekuasaan 

orang tua atau keluarganya terhadap anak yang masih di bawah umur, harus 

selalu mengurus harta benda atau kekayaan kepunyaan anak tersebut.5 

Selanjutnya selain kewarisan dalam hukum perdata, ada juga kewarisan 

menurut agama islam biasanya di kenal dengan sebutan menurut hukum 

islam dijelaskan dalam kompilasi hukum islam bahwa sebagaimana di 

sebutkan dalam pasal 1 poin A ialah hukum yang mengatur tentang 

perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa 

saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing.6 Selain 

itu juga ada hadist yang mengatur kewarisan bahwa ahli waris laki-laki yang 

lebih dekat dengan yang meninggal lebih berhak atas sisa harta warisan, 

setelah sebagian lainnya di ambil ahli waris tertentu.7 Pada hukum islam 

juga mempunyai aturan- aturan yang menjelaskan tentang dasar hukum dari 

kewarisan dalam islam disebutkan dalam surah an-Nisa ayat 7-14, 33, 34 

                                                             
5 Pasal 307 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia . 
6 Ibid, Hlm. 15. 
7Rizta Natanala, Hukum Waris Islam:Dalil, Rukun, Besaran Dan Tata Caranya, 

https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6921075/hukum-waris-islam-dalil-rukun-besaran-dan-

tata-caranya, di akses pada tanggal 23 januari 2024, Pukul 01:14 WIB 
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dan 176. Surah al-baqarah ayat 233 dan juga surah al-Ahzab ayat 6. Pada 

dasarnya di dalam hukum islam juga di atur untuk pembagian- pembagian 

kewarisan yang di jelaskan pada pasal 175 kompilasi hukum islam yaitu 

berdasarkan hubungan sedarah serta berdasarkan hubungan perkawinan 

terdiri dari duda dan janda. Pada dasarnya disebutkan pada kompilasi 

hukum islam pasal yang mengenai ketentuan seluruh tentang waris mulai 

dari pasal 171 sampai dengan pasal 191 mulai dari ketentuan umum waris 

dalam islam sampai dengan pembagian- pembagian ahli waris dari seorang 

yang telah meninggal dunia atau dari keluarga sedarah maupun keluarga 

dari orang yang sudah meninggal tersebut.8 Adapun beberapa asas- asas 

yang terkandung dalam hukum hak waris islam diantaranya sebagai berikut 

asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang serta asas 

semata akibat kematian.9 Dalam hal ini bahwa ada beberapa dasar hukum 

dari kewarisan itu sendiri diantaranya hubungan kekeluargaan, hubungan 

semenda, serta al-wala. 

Dalam agama islam, fiqh mawarris berasal dari kata fiqh dan mawarris, 

fiqh menurut para ulama merupakan tentang mengetahui, memahami yakni, 

memahami dan mengerti sesuatu sebagai hasil usaha mempergunakan pkira  

yang sungguh- sungguh. fiqh mawaris adalah suatu disiplin ilmu yang 

membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses 

pemindahan, siapa saja yang berhak mendapat atau memperoleh harta 

                                                             
8 Indonesia, Intruksi Presiden Ri Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia, Direktorat Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam , pasal 171  
9 Moh Muhibbin, Abdul Wahid. 2011. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta, Penerbit Sinar 

Grafika. Hlm. 12. 
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peninggalan serta bagaimana pembagian harta peninggalan tersebut.10 

Dalam hukum islam sendiri hukum waris memiliki macam macam rukun 

waris yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan. Pewaris adalah orang yang 

meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak mewarisi harta peninggalannya, 

sedangkan ahli waris merupakan mereka yang berhak untuk menguasahai 

atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan ada ikatan 

kekerabatan atau karena pernikahan dan sebab lainnya. Namun harta 

warisan merupakan semua jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan 

oleh pewaris baik berupa barang, uang dan sebagainya. 

Tujuan hukum kewarisan Islam sebenarnya bertujuan untuk 

menciptakan kemaslahatan hamba dengan mengelola kepemilikan hartanya, 

Karena manusia diciptakan dan diturunkan kebumi menjadi khalifah dan 

juga tujuannya untuk mengatur hak dan kewajiban keluarga almarhum, 

menjaga harta warisan sampai kepada penerima waris, serta dapat 

menghindari sengketa persoalan warisan.11 Pada dasarnya penelitian ini 

dibuat agar semua orang tahu perlindungan hukum dan juga semua 

pembagian ahli waris yang sudah di atur di dalam hukum islam serta hukum 

perdata agar bisa menjadi landasan kuat dalam hukum waris untuk tidak 

disalah gunakan oleh pihak yang tidak adil dan tidak bertanggung 

jawab.Dalam hukum perdata dan hukum islam bahwa perlindungan hukum 

sendiri mempunyai arti bahwa pengakuan dari hak asasi manusia yang 

                                                             
10 Moh. Muhibbin, Abdul wahid. 2017. Hukum Kewarisan Islam. Malang: Sinar Grafika. 

Hlm. 8. 
11 Mainum Nawawi. 2017. Pengantar Hukum Kewarisan Islam. Surabaya: Pustaka Radja. 

Hlm. 6. 
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memiliki subyek hukum berdasarkan norma hukum dan peraturan yang 

dapat melindungi hal-hal tertentu karena hukum juga dapat memberikan 

perlindungan terhadap hak hak seseorang yang sebelumnya haknya tidak 

terpenuhi.12 

Dalam kehidupan dimasyarakat seharusnya dengan adanya aturan yang 

ada didalam hukum islam dan hukum perdata sudah tidak ada lagi 

permasalahan mengenai kewarisan yang terjadi dimasyarakat, tetapi 

terbalik faktanya masih banyak sekali permasalahan- permasalahan yang 

kita ketemui dalam waris di Indonesia banyak sekali hal-hal yang membuat 

adanya sengketa dalam kewarisan yang membuat terpecah belahnya 

keluarga karena suatu kewarisan yang diperebutkan oleh keluarga pewaris 

yang meninggal dunia. Oleh sebab itu penulis akan membahas kasus yang 

berkenaan dengan penelitian ini yang bersumber dari putusan hakim 

pengadilan negeri dan pengadilan agama, akan membahas Perlindungan 

Hukum bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam perspektif Hukum 

Perdata dan Hukum Islam.     

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka adapun yang akan menjadi 

rumusan masalah dalam penulisan skripsi adalah: 

1. Bagaimana Perbandingan Pembagian Hak Ahli Waris Dalam Hukum 

Perdata Dan Hukum Islam? 

                                                             
12 Philipus M.Hadjon. 2014. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Penerbit PT. 

Bina Ilmu. Surabaya. Hlm.25. 
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2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa 

Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

skripsi adalah: 

1. Untuk mencari dan memahami perbandingan pembagian hak waris 

dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi ahli 

waris yang belum dewasa menurut hukum Perdata dan hukum Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari uraian tujuan peelitian diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis  

Secara teoritis, hasil dari penelitian skripsi ini dapat dijadikan sebagai 

materi informasi serta bisa bermanfaat untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan hukum yang pada hal ini umumnya dan pada khususnya 

hukum perdata, dan juga menambah wawasan pikiran kita untuk bisa 

mengerti dan memahami wawasan tentang perlindungan hukum bagi 

ahli waris yang belum dewasa dalam Hukum Perdata dan hukum 

islam, bagaimana sudah diatur dalam Hukum Perdata dan juga telah 

diatur dalam syariat Hukum Islam.  
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2. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap: 

a. Bagi Penulis  

Dengan adanya penelitian skripsi ini, penulis dapat menambah 

wawasan serta ilmu pengetahuan dalam perlindungan hukum bagi 

ahli waris yang belum deawasa dalam hukum Perdata dan hukum 

Islam dan dapat bisa mendalami materi tentang ilmu hukum 

terutama dalam bidang hukum Perdata. 

b. Bagi Masyarakat Islam  

Penulisan skripsi ini diharapkan untuk dapat menambah wawasan 

dan digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat Islam sebagai 

masukan yang dapat memberikan pengetahuan dan informasi 

untuk melaksanakan dan melakukan perlindungan hukum bagi ahli 

waris yang belum dewasa dalam perdata dan spesifiknya dalam 

ajaran hukum Islam dan juga supaya masyarakat Islam tidak lagi 

salah dalam pembagian hak waris bagi ahli waris tersebut. 

c. Bagi masyarakat umum  

Dalam penulisan penelitian skripsi ini, diharapkan agar menjadi 

pandangan dan wawasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui 

tentang perlindungan hukum dan tentang pembagian hak waris 

bagi ahli waris yang akan mendapatkan waris secara hukum 

perdata. Dalam hal ini kita juga bisa mengatasi kebingungan yang 

ada dalam masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi ahli 
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waris yang belum cukup umur dan pembagian hak waris untuk 

penerima waris nantinya. Ini juga mengatasi permasalahan-

permasalahan yang mungkin sedang terjadi didalam masyarakat 

umum terutama dalam kedua hal tentang perlindungan hukum 

maupun pembagian hak waris yang adil dalam hukum perdata.  

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan penelitian judul skripsi ini yang akan dibahas, maka 

dalam ruang lingkup penelitian pada kepenulisan dari skripsi ini hanya 

terbatas tentang membahas perlindungan hukum bagi ahli waris yang belum 

dewasa dan juga pembagian hak waris bagi penerima waris tersebut, yang 

mana pembahasan ini menurut hukum perdata dan syariat hukum islam 

yang berlaku.  

F. Kerangka Teori 

Secara umum, teori ini adalah sebuah tata bentuk konsep yang 

abstrak sehingga dapat mengindikasikan adanya hubungan antara konsep- 

konsep yang dapat  memberikan pengetahuan dalam memahami beberapa 

hal dalam sebuah fenomena. Secara khusus, teori ini dapat diartikan sebagai 

konsep, definisi maupun proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan 

sistematis sesuatu fenomena, dengan cara merincikan hubungan antara 

sebab akibat yang telah terjadi. Kerangka teori dalam sebuah penelitian 

hukum ini sangat dibutuhkan untuk membuat jenis nilai- nilai oleh para 

pendapat hukum sampai dengan landasan filosofi yang baik.13 

                                                             
13 Satjipto Rahardjo, 2014. Ilmu Hukum. PT.Citra Aditya Bakti. Jakarta. Hlm 254. 
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1. Teori Perlindungan Hukum 

Secara umum, menurut Philipus M Hadjon dalam pikirannya 

menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu gerakan 

untuk melindungi dan memberikan pertolongan kepada subjek hukum, 

dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.14 Jadi bahwa 

perlindungan hukum adalah suatu konsep menyeluruh dari hal hukum 

dan juga memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang 

dirugikan oleh orang lain dan perlindungan semacam ini diserahkan 

kepada masyarakat agar mereka bisa mendapatkan hak hak mereka  

yang telah dicantuman dalam hukum15  

Pada perlindungan hukum memiliki 2 macam yaitu; 

perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang 

refresif yaitu: hukum preventif sendiri dijelaskan bahwa perlindungan 

ini sebagai pencegahan bagi tindak pemerintah yang dapat di dasarkan 

dari tindak pemerintah yang mana bisa juga didasarkan pada 

kebebasaan berpendapat dan bergerak dan karena adanya perlindungan 

hukum yang preventif ini maka pemerintah lebih berhati-hati dan tidak 

semena-mena untuk mengambil keputusan. Preventif sendiri 

difungsikan lebih sebagai pencegah untuk penyelesaian sengketa yang 

telah muncul karena adanya pelanggaran hukum. Dalam pembagiannya 

di bagian menjadi 2 macam yaitu sebagai berikut: 

                                                             
14 Philipus M Hadjon. 2016. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gajah Mada 

University Press. Yogyakarta. Hlm. 10. 
15 Satjipto Rahardjo, “Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang 

Berubah”, Jurnal Masalah Hukum, Vol,5 No.6 tahun 2017, Hlm. 74. 
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a. Perlindungan hukum preventif  

Perlindungan yang telah diberikan oleh pemerintah yang mana 

hal ini bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.  

Hal ini ada dalam peraturan perundang-undangan yang mana 

mempunyai batasan batasan untuk bisa melakukan kewajiban.16 Hal 

ini diperuntukan bagi masyarakat yang keberatan dan tidak 

mendapatkan keadilan. 

b. Perlindungan Hukum Reprensif 

Pada perlindungan hukum ini biasanya dilakukan untuk 

penyelesaian sengketa yang terjadi. Prinsip perlindungan hukum ini 

berdasarkan terhadap tindakan yang bertempuan dengan beberapa 

rancangan tentang perlindungan bagi hak asasi manusia, prinsip 

yang selalu mendasari perlindungan hukum terhadap gerakan 

pemerintah adalah prinsip dari Negara hukum. Yang mana hal ini 

dikaitkan dengan hak asasi manusia untuk perlindungan agar 

mendapatkan tempat yang seadil-adilnya.17 

Hukum sendiri memberikan perlindungan hukum kepada hak- 

hak yang telah diperoleh oleh manusia akibat tidak terpenuhinya 

hak- hak yng seharusnya kita dapatkan, teori perlindungan hukum 

adalah hukum memberikan perlindungan terhadap subyek hukum 

                                                             
16 Philipus M Hadjon, Op.Cit. Hlm. 13. 
17 Ibid, Hlm. 30.  
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dan didalam bentuk perangkat hukum. 18 Konsep yang ada dalam 

teori perlindungan hukum ini merupakan sebuah subsistem yang 

mana didalam suatu sistem hukum ini terdapat suatu rangkaian yang 

mana sebelumnya sudah diatur, bagian-bagian yang berhubungan 

dengan satu sama lain yang mana ini bertujuan untuk bisa mencapai 

tujuan dari hasil penelitian ini.19 

2. Teori Perbandingan hukum 

Perbandingan hukum memiliki beberapa istilah salah satunya 

Comparative Law (dalam istilah inggris), Droit Compare (dalam istilah 

Prancis) dan ada juga rechtsgelijking (dalam istilah belanda).20 Pengertian 

perbandingan hukum menurut Rudolf B. Schlesinger menyebutkan dalam 

pendapatnya bahwa perbandingan hukum adalah metode penyelidikan 

dengan adanya tujuan agar dapat bisa memperoleh pengetahuan yang lebih 

konkrit dalam bahan hukum tertentu. Yang mana menurutnya bahwa 

perbandingan hukum bukan hanya semata-mata  perangkat peraturan dan 

asas-asas hukum yang berlaku dan bukan suatu cabang hukum. Melainkan 

hal lain sebagai teknik untuk melawan unsur hukum asing yang ada dalam 

suatu masalah hukum.21 

Selain itu juga ada pendapat dari ahli Barda Nawawi Arief yang 

mana ia menyatakan bahwa perbandingan hukum ialah ilmu pengetahuan 

                                                             
18 Aura Nazifa, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, diakses dari 

https;//www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan–hukum-menurut-para-ahli 

It63366cd94dcbc?page-2, diakses pada tanggal 4 Oktober 2023, pukul 23:32  
19 Satjipto Rahardjo. 2014.  Ilmu Hukum. cet VIII: Alumni. Jakarta. Hlm. 27. 
20 Barda Nawawi Arief. 2015 Perbandingan Hukum. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 3. 
21 Ibid, Hlm. 4-5. 
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yang mana kita belajar sistematika hukum dari dua jenis atau lebih sistem 

hukum yang biasanya menggunakan metode penelitian hukum 

perbandingan ini. Tetapi menurut Soedjono Dirdjosisworo  bahwa dalam 

hal ini perbandingan hukum suatu pembelajaran hukum, yang jelaskan 

bahwa kita mempelajari perbedaan- perbedaan sistem hukum dari salah satu 

Negara dengan Negara lainnya, selain itu juga membandingkan antara 

hukum positif dari Negara satu dengan Negara lainnya maka terciptalah 

perbandingan hukum tersebut. 22 

Dalam hal ini juga ada pendapat yang mengatakan bahwa 

perbandingan hukum merupakan suatu bentuk ilmu pengetahuan hukum 

yang menggunakan perbandingan hukum untuk hal penting yang tujuannya 

sebagai jawaban yang tepat atas problema hukum yang teliti.23Dapat 

disimpulkan bahwa pengertian dari para ahli tadi ada 2 kelompok arti dari 

perbandingan hukum yaitu yang pertama dianggap sebagai metode dan yang 

kedua dianggap sebagai cabang ilmu hukum. Dapat disimpulkan bahwa 

perbandingan hukum adalah suatu bidang ilmu dan suatu metode yang mana 

dalam penelitian ini yang di bandingkan adalah unsur-unsur sebagai titik 

tolak perbandingan yang mana membentuk kerangka lembaga-lembaga 

hukum, subtansi hukum didasari oleh perangkat kaidah dan budaya hukum 

yang mencakup aspek-aspek yang dipakai. Unsur ini dapat dibandingkan 

                                                             
22 Soejono Dirdjosisworo. 2018. Pengantar Ilmu Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 

Hlm. 60. 
23 R.Soeroso. 2014.  Perbandingan Hukum Perdata.  Sinar Grafika Jakarta. Hlm. 8. 
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masing unsur tersebut dan yang menyangkut persamaan dan perbedaan 

suatu hal yang dapat dibandingkan.24 

Penelitian perbandingan hukum ini dilakukan karena bertujuan agar 

dapat mengetahui persamaan dan perbedaan masing- masing dari sistem 

hukum yang lebih konkret. Jika kita bisa menemukan persamaan nya maka 

bisa dijadikan sebagai dasar unifikasi sistem hukum tersebut. Tetapi jika 

perbedaan nya maka diatur kedalam hukum antar tata hukum yang 

berlaku.25 Dalam hal ini juga perbandingan hukum bisa bermanfaat dalam 

beberapa hal yaitu salah satunya memberikan kepuasaan kepada orang yang 

ingin tahu tentang ilmiah, selain itu juga bisa memberikan pendapat kritis 

tentang sistem hukum yang berlaku dan banyak hal lainnya yang bermanfaat 

bagi banyak orang. 

G. Metode Penelitian Hukum 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini 

merupakan penelitian normatif. Yang mana penelitian hukum normatif 

ini merupakan kajian yang menggunakan pikiran terhadap regulasi dan 

sumber hukum lainnya dibutuhkan dan berhubungan dengan 

permasalahan pada penelitian ini.26 Oleh sebab itu, jenis penelitian 

normatif memiliki tanda yang berbeda ialah penelitian pustakaan. 

                                                             
24  Zainudin Ali. 2014. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.  Hlm. 43.  
25 Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. Pengantar Metode penelitian. Rajawali Pers. 

Jakarta. Hlm. 130. 
26 Soerjono Soekato. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press. Jakarta.  Hlm. 20. 
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Penelitian normatif juga tujuannya sebagai menemukan aturan-aturan 

hukum yang berlaku, asas- asas hukum, dan dapat menjawab 

permasalahan hukum yang pada saat ini yang mana diharapkan 

kedepannya akan mendapatkan hasil arguementasi atau pendapat di 

suatu teori yang akan menyelesaikan masalah waris yang terjadi ini.  

2. Pendekatan Penelitian  

 Pada suatu penelitian perlu adanya suatu pendekatan, yaitu dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif ialah 

penelitian pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini merupakan 

pendekatan yang mana dalam isinya menggunakan peraturan perundang-

undangan yang dilaksanakan disuatu analisis penelitian.27 dengan tujuan 

untuk memperoleh perundang-undangan dan aturan lainnya yang 

digunakan pada saat penelitian ini berlangsung untuk diteliti.28 

1. Pendekatan Perundang-Undangan  (Statue Approach) 

  Pendekatan ini merupakan pendekatan-pendekatan yang 

menggunakan peraturan perundang- undangan dan regulasi yang 

bersangkutan terkait isu hukum yang sedang dihadapi. Pada 

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang- 

undangan karena penelitian ini menggunakan dasar aturan hukum  

khususnya pada regulasi yang berkaitan dengan hukum waris yaitu 

menggunakan peraturan hukum positif di Indonesia. Penulis 

                                                             
27 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2019. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan 

Empiris. Pustaka Belajar. Yogyakarta. Hlm. 34. 
28 Peter Mahmud Marzuki. 2019.  Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta. Hlm. 136. 
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menggunakan regulasi berupa KUHPerdata, Undang- Undang 

Perkawinan , Kompilasi Hukum Islam, dan Undang- Undang 

Perlindungan Anak. Berdasarkan Kuhperdata disebutkan bahwa 

perlindungan bagi ahli waris yang belum dewasa adalah melalui 

perwalian yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dan Balai Harta 

Peninggalan, sedangkan menurut konsep dari kompilasi hukum islam 

bahwa perlindungan hukum bagi ahli waris yang belum dewasa 

melalui penetapan pengadilan agama. 

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

  Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang 

berfokus pada pandangan- pandangan atau doktrin – doktrin yang 

sesuai dengan perkembangan ilmu hukum sebagai pondasi 

argumentasi hukum untuk menjawab setiap permasalahan pada 

penelitian hukum. Penulis menggunakan pendekatan konseptual pada 

penelitian ini sebagai pandangan untuk membedah permasalahan 

pada hukum waris khususnya pada perlindungan hukum bagi ahli 

waris yang belum dewasa berdasarkan perspektif hukum perdata dan 

hukum Islam. 

3. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

  Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang digunakan 

dalam suatu penelitian yang sifatnya normatif yang mempunyai 

tujuan dalam penerapan norma atau kaidah hukum dalam  praktik 

hukum. Pendekatan kasus digunakan pada kasus-kasus yang telah 
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mendapati putusan. Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 

dua (2) kasus yang sudah mendapati putusan yaitu kasus yang 

berkaitan dengan perlindungan ahli waris yang belum dewasa.  

3. Bahan Penelitian Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari 

beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

sesuatu masalah yang akan dibahas, Adapun bahan hukum primer 

yang akan digunakan adalah 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak. 

4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 

Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. 

5) Ayat- Ayat Al-Quran Serta Hadist Yang Membahas Tentang 

Kewarisan Dalam Islam. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum sekundar merupakan bahwan hukum yang 

menjelaskan lanjutan dari bahan hukum sekunder yang sumbernya 
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berasal dari kepustakaan seperti jurnal hukum, buku yang berkaitan 

dengan permasalahan waris, sumber majalah dan internet. 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan 

lanjutan dari bahan hukum primer dan merupakan bahan hukum 

yang didapat dari kepustakaan, bahan hukum sekunder diantaranya 

meliputi jurnal ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan masalah 

yang akan di bahas oleh penulis, dan situs- situs internet yang 

terpercaya. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier  adalah bahan hukum lainnya yang ada 

relevansinya dengan masalah yang akan dibahas serta bahan hukum 

yang akan memberi kejelasaan mengenai bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier meliputi 

Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan data dan informasi yang akan digunakan 

dalam penelitian ini ialah teknik pengumpulan data yang akan dilakukan 

melalui studi, diantaranya dengan cara, menulis, membaca, dan 

mengalisis informasi-informasi yang ada hubungan nya dengan bahasan 

masalah ini yaitu dari dokumen seperti buku-buku, peraturan perundang 

undangan, jurnal, dan sumber lain, setelah mendapatkan informasi- 

informasi ini yang berasal dari dokumen tersebut maka penulis yang 
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akan membuat kesimpulan dari penelitian yang di buat yang mana akan 

dituangkan pada karya tulis ilmiah ini. 

5. Analisis Bahan  Hukum 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, menurut 

ahli kirk & militer metode kualitatif ini merupkan penelitian yang selalu 

menggunakan cara pengamatan dari manusia ke sosial dan juga lebih 

menggunakan analisis secara naratif.29 Dapat disimpulkan oleh penulis 

bahwa arti dari metode kualitatif merupakan jenis penelitian yang 

menggunakan pengamatan dan pengumpulan data-data yang berupa 

tulisan atau lisan dari orang.  

6. Metode Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan karya ilmiah ini dilakukan dengan cara induktif, 

induktif sendiri merupakan dengan cara berpikir pada hal-hal yang 

bersifat khusus, kemudian disimpulkan menjadi bagian yang beriskan 

sifat-sifat umum, dan dari yang sifatnya individu menjadi sifat yang 

lebih umum dan juga luas.  

 

                                                             
29 Albi Anggito & Johan Setiawan. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. CV Jejak. Jawa 

Barat. Hlm.7. 
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